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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Lembaga Pemerintah Non Kementerian merupakan Lembaga Pemerintah yang 

dibentuk untuk melaksanakan tugasnya di bawah perintah Presiden secara 

langsung. Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tanggungjawab 

terhadap Presiden melalui Kementerian seperti Badan Intelijen Negara, Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Kepegawaian Negara, 

dan sebagainya. Undang-Undang menjadi dasar hukum bagi Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian. 

Dalam melaksanakan program-programnya, pemerintah memiliki sejumlah 

anggaran yang harus dikelola. Pengelolaan anggaran tersebut menjadi tanggung 

jawab bagi lembaga yang melaksanakan program pemerintah. Satuan kerja 

melakukan proses akuntansi untuk mengelola anggaran lembaga tersebut yang 

dilaporkan kepada Kementerian Keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. 

Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, 

belanja, asset, dan selain kas. Sumber anggarannya yaitu berasal dari dana APBN. 

Menurut Mahfudin (2018) penganggaran berbasis kinerja memberikan 

kejelasan tentang transparansi antara alokasi anggaran dan hubungan dengan 

kegiatan atau hasil dari program yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan 

akuntabilitas dan efektifitas penggunaan anggaran yang terukur. 
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Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki 

program yang saat ini harus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yaitu 

terkait Stunting. Stunting atau lambat pertumbuhan memiliki angka yang cukup 

tinggi di Indonesia. Masyarakat Indonesia banyak menyalahartikan bahwa 

Stunting adalah penyakit keturunan, persepsi tersebut tentunya dapat 

menimbulkan masalah yang serius. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan 

upaya yang lebih banyak dalam mengatasi hal tersebut (Aryastami, 2017). 

Dalam melaksanakan programnya tentunya memiliki pengeluaran kas untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengeluaran kas untuk mengedukasi 

masyarakat terkait Stunting salah satunya adalah Perjalanan Dinas.  

Perjalanan dinas diatur pada PMK Nomor 113/PMK/05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 

Pegawai Tidak Tetap yang dijelaskan bahwa terdapat empat prinsip dalam 

perjalanan dinas yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu selektif berarti 

memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan. 

Kedua, menyesuaikan anggaran yang ada dengan target kinerja 

Kementerian/Lembaga. Ketiga, turut memperhatikan dan mengelola anggaran 

dengan tujuan efisiensi penggunaan belanja negara. Dan yang keesmpat, 

pembiayaan pelaksanaan dinas harus akuntabilitas dalam pemberian perintah. 

Adapun uang harian, biaya transport, penginapan, uang representasi, sewa 

kendaraan dalam kota, dan/atau biaya untuk menjemput/mengantarkan jenazah 

merupakan komponen dari perjalanan dinas. 
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Pengeluaran kas untuk perjalanan dinas memiliki 2 metode yaitu metode 

langsung dan metode uang persediaan. Adapun kedua metode tersebut memiliki 

beberapa dokumen yang berbeda dalam proses pencairan dana untuk dibayarkan 

ke pihak yang berhak. Dalam melaksanakan perjalanan dinas dibutuhkan jasa 

pihak ketiga yang menyediakan semua kebutuhan komponen perjalanan dinas 

tersebut.Pengeluaran kas adalah kegiatan atau transaksi yang terjadi akibat adanya 

pembelian secara tunai maupun utang, dan dapat mengurangi saldo kas dan bank 

dari perusahaan atau instansi (Hirman & Pratama, 2018). 

Perjalanan Dinas Jabatan yaitu dalam melaksanakan tugasnya dilakukan 

perjalanan dinas hingga melewati batas kota atau dalam kota menuju tempat 

kegiatan yang diselenggarakan (Hirman & Pratama, 2018). Pembayaran 

perjalanan dinas menggunakan metode Langsung (LS) dibayarkan secara 

langsung melalui transfer dari rekening negara ke pihak yang berhak, sebelum itu 

dilakukan perkaitan komitmen kepada pihak ketiga yaitu penyedia jasa, bendahara 

pengeluaran, atau pelaksana. Sedangkan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas 

dengan metode Uang Persediaan (UP) bendahara memberikan uang muka kepada 

pelaksana. 

Perjalanan dinas tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, tergantung 

dari seberapa besar, lama, dan banyaknya waktu dan rincian kegiatan yang 

dibutuhkan untuk satu kegiatan penyuluhan. Bukti-bukti dari realisasi anggaran 

juga perlu dipertanggung jawabkan oleh setiap satuan kerja. Menurut berita dari 

liputan6.com 11 juli 2022, Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu John Wempi 

Wetipo mengungkap bahwa kedepannya perjalanan dinas aparatur Negara tidak 
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akan lagi membawa uang tunai, sebagai langkah antisipasi kebocoran dana 

perjalanan (https://www.liputan6.com, 2022). 

Melalui laman tersebut juga disebutkan tujuan dari perjalanan dinas tidak 

lagi memakai uang tunai adalah untuk mendorong digitalisasi agar bisa dilakukan 

yaitu dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Melalui hal tersebut 

kepatuhan terhadap prosedur pengeluaran kas meminimalisir terjadinya kebocoran 

dana perjalanan dinas dengan Surat Pertanggung Jawaban yang dilakukan 

semestinya. 

Sesuai pernyataan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 

prosedur pengeluaran kas terhadap perjalanan dinas di lembaga pemerintahan. 

Oleh karena itu, penulis menyusun laporan tugas akhir yang berjudul “Prosedur 

Pengeluaran Kas Terhadap Perjalanan Dinas Jabatan di Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”.  

1.2 Permasalahan  

1.2.1 Pokok Permasalahan 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, adapun pokok 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana standar biaya untuk perjalanan dinas jabatan di Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional? 

2. Bagaimana prosedur pembayaran dengan metode Langsung dan Uang 

persediaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional? 

3. Bagaimana dokumen pengadaan untuk perjalanan dinas jabatan Badan 

kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional? 
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1.2.2 Pembatasan Permasalahan 

Pembahasan permasalahan dibatasi hanya pada penerapan prosedur tentang 

pengeluaran kas terhadap Perjalanan Dinas Jabatan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan laporan 

tugas akhir sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui standar biaya untuk perjalanan dinas jabatan di Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

2. Untuk mengetahui prosedur pembayaran dengan metode Langsung dan 

Uang Persediaan. 

3. Untuk mengetahui dokumen pengadaan untuk perjalanan dinas jabatan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

Berikut manfaat dari penulisan laporan tugas akhir sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

Membantu penulis mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan 

keterampilan terkait prosedur pengeluaran kas lembaga pemerintah, 

mengembangkan softskill untuk penyusunan laporan dan keberanian dalam 

mengekspresikan opini pribadi. 
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b. Bagi Universitas 

Mendapatkan informasi terkait prosedur pengeluaran kas di instansi 

pemerintahan, dan sebagai sarana untuk mengetahui seberapa tinggi 

pemahaman mahasiswa dalam penulisan laporan tugas akhir. 

c. Bagi Instansi  

Mendapatkan hubungan baik antar mahasiswa, universitas, dan instansi 

tersebut. Diharapkan hasil penulisan laporan ini dapat memberikan masukan 

dari penerapan prosedur pengeluaran kas di instansi pemerintahan. 

1.4 Metode Penulisan 

Untuk melakukan penulisan, berikut metode penulisan yang digunakan 

untuk memperoleh data dalam menyusun laporan tugas akhir, sebagai 

berikut: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik 

atau permasalahan yang sedang dipelajari yaitu pengeluaran kas yang 

bersumber dari jurnal dan buku, serta kebijakan prosedur pengeluaran 

kas bersumber dari peraturan pemerintah. 

2. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

prosedur pengeluaran kas dengan mengajukan pertanyaan kepada 

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja di Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional. 
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3. Observasi  

Melakukan observasi dengan mengamati secara langsung setiap proses 

yang terjadi pada pengeluaran kas serta dengan dokumen terkait. Mulai 

dari proses perencanaan anggaran, dokumen pengadaan, serta 

pembayaran untuk perjalanan dinas. 

4. Praktik kerja (Magang) 

Praktik kerja dilakukan selama 3 (tiga) bulan dengan tujuan 

mengumpulkan informasi serta pemahaman terkait penerapan prosedur 

pengeluaran kas di Badan Kependudukan dan keluarga Berencana 

Nasional. 
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